LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT

LD. 6 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa arsip merupakan sumber informasi
dan bahan pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah  serta  memori kolektif yang
mempunyai nilai dan arti penting dan
strategis, meliputi penyajian informasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
perumusan kebijakan, dan pengambilan
keputusan;
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Mengingat

bahwa dalam rangka mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas

pelayanan publik, penyelenggaraan
kearsipan yang dilakukan dalam sistem
penyelenggaraan kearsipan secara
komprehensif, terpadu dan

berkesinambungan, Pemerintah Daerah telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut;

bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf
b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jdwa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997
tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3674);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3151);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang  Kearsipan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penyerahan dan
Pemusnahan Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3912);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen
Perusahaan ke dalam Mikro Film atau Media
Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3913);



